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PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI 
 

NOMOR      10  TAHUN 2013 
 

TENTANG 

 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2013 - 2033 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAMBI, 
 
 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. bahwa ruang merupakan lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan 
tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan 
dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi 
sekarang dan generasi yang akan datang; 

b. bahwa dalam rangka memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna 
dan berhasil guna, selaras, serasi, seimbang dan berkelanjutan perlu 
disusun rencana tata ruang wilayah; 

c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota 
Sungai Penuh di Provinsi Jambi telah terjadi perubahan struktur dan pola 
pemanfaatan ruang dan wilayah; 

d. bahwa rencana tata ruang wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 1993 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi Jambi tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
sosial, ekonomi, politik, lingkungan regional dan global, sehingga 
berdampak pada penurunan kualitas ruang pada ruang wilayah Provinsi 
Jambi; dan 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, b, c dan d serta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi. 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 Perubahan Kedua; 

2. Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 
1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat I Sumatera 
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1646; 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5097); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5103); dan 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata 
Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5160). 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI 

dan 
GUBERNUR JAMBI 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH 
PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 – 2033 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Bagian Kesatu 

Pengertian 
 

Pasal 1  
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

2. Pemerintah provinsi adalah pemerintah Provinsi Jambi; 
3. Provinsi adalah daerah Provinsi Jambi; 
4. Pemerintah daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah; 
5. Gubernur adalah Gubernur Jambi; 
6. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Jambi; 
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi; 
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk 

ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain 
hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya; 

9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait 
padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau 
aspek fungsional; 

10. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang; 
11. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana 

dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang 
secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 

12. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi 
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya; 

13. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang; 
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah 

rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, 
strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana 
pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan 
ruang wilayah provinsi, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; 

15. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfataan ruang, 
dan pengendalian pemanfaatan ruang; 
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16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai 
dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program serta 
pembiayaan; 

17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang; 
18. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang 

berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi; 
19. Pusat Kegiatan Nasional promosi yang selanjutnya disebut PKNp adalah kawasan 

perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKN; 
20. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang 

berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota; 
21. Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disebut PKWp, adalah pusat kegiatan 

yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKW; 
22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang 

berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; 
23. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk 

bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang 
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah 
dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan 
kabel; 

24. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan 
mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh 
pelayanannya dalam satu hubungan hierarki; 

25. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau 
lebih daerah aliran sungai yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) 
kilometer persegi; 

26. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang 
merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi 
menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau 
atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di 
laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan; 

27. Daerah Irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari 
satu jaringan irigasi; 

28. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat 
semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air 
tanah berlangsung; 

29. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya; 
30. Kawasan lindung wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian 

lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan; 
31. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, 

klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah 
untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, 
mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk 
bahaya tertentu; 

32. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi 
dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan 
sumber daya buatan; 

33. Kawasan pertahanan keamanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan 
pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional, yang 
diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan 
peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, 
dan/atau kawasan industri sistem pertahanan; 

34. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena 
mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, 
pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, 
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termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia; 
35. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena 

mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, 
budaya dan/atau lingkungan; 

36. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang 
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara 
alamiah maupun yang sengaja ditanam; 

37. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi 
yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan 
jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya; 

38. Jalur Evakuasi adalah merupakan lintasan yang digunakan dalam upaya untuk 
memindahkan korban secara aman dari lokasi yang tertimpa bencana ke wilayah yang 
lebih aman untuk mendapatkan pertolongan; 

39. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri 
perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara 
berdaya guna; 

40. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau 
pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah 
jalan masuk dibatasi; 

41. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, 
korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan 
penataan ruang; 

42. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan 

43. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah 
badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, di Provinsi Jambi dan mempunyai fungsi 
membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah. 

 

 
Bagian Kedua 

Peran dan Fungsi 
 

Pasal 2 
 

RTRW Provinsi berperan sebagai alat operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi 
pengembangan wilayah provinsi, melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi 
pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian 
peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan.  
 

Pasal 3 
 
RTRW Provinsi berfungsi sebagai pedoman untuk: 
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; 
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; 
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi; 
d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah 

provinsi, serta keserasian antar sektor; 
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; 
f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan 
g. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. 
 
 
 


